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ABSTRAK

CATATAN

Menimbang Peraturan MenteriPendayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No.
25 Tahun 2021, perluuntuk melakukan penyederhanaan struktur organisasi pada
perangkat daerah.

Dasar Hukum Peraturan Bupatiini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27
Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8
Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENPAN RB
No. 17 Tahun 2021; PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2021; PERDAKAB KUTAI
KARTANEGARA No. 8 Tahun 2016; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 9 Tahun
2016.

Perbup ini mengatur mengenaikedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, yang merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala dinas
membawahi empat pejabat esselon Il yaitu sekretaris, kepala bidang kualitas
hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi, kepala bidang
pemenuhan hak anak, serta kepala bidang perlindungan hak perempuan dan
perlindungan khusus anak. Pejabat esselon IV hanya kepala sub bagian umum,
ketatalaksanaan dan kepegawaian. Perbup ini juga mengatur mengenai tata kerja
masing-masing unit-unit kerja dan kelompok jabatan fungsional.

Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 28 September 2021.

Dengan berlakunya Perbup ini, maka Perbup No. 48 Tahun 2016 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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